BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh sistem akuntansi
pemerintah daerah dan ketaatan pada peraturan perundangan
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan
SKPD pemerintah provinsi gorontalo. Berdasaran hasil penelitian
dan pembahasan yang telah dilakukan membuktikan bahwa sistem
akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan pada peraturan
perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan SKPD
pemerintah provinsi gorontalo.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
artinya bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan
sudah menunjukkan hasil yang efektif dan efisien dalam
melaksanakan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja SKPD
dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo. Hal ini dapat dikatakan
bahwa semakin baik sistem akuntansi pemerintah daerah yang
diterapkan dilingkungan SKPD pemerintah provinsi gorontalo maka

semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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Sedangkan untuk ketaatan pada peraturan perundangan
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
artinya bahwa tingkat ketaatan atau kepatuhan yang baik pada
peraturan perundangan yang berlaku merupakan bagian dari
manajemen yang baik sehingga akan menghasilkan akuntabilitas
kinerja yang baik pula dan dilihat dari upaya optimalisasi pengelolaan
dana publik yang sudah dapat dipertanggungjawabkan secara
ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang telah
diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, semakin patuh pegawai
instansi pemerintah terhadap peraturan perundangan yang ada
semakin baik pula pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

Saran
Adapun saran yang disajikan peneliti dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo sebaiknya perlu melaksanakan
bimbingan teknis dan pelatihan terhadap pegawai mengenai
sistem akuntansi yang berbasis akrual karena adanya peralihan
dari sistem kas ke berbasis akrual, hal ini agar para pegawai
dapat lebih paham sehingga hasil kinerjanya bisa lebih baik.

2. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga dalam hal akuntabilitas

kinerja yakni pada kinerja keuangan penyajiannya jangan hanya



89

pada pokok-pokok penerimaan dan pengeluaran saja tetapi
sebaiknya pengeluaran dan penerimaan pertanggung-
jawabannya lebih terperinci agar tidak ada kecurigaan terhadap
pengeluaran yang fiktif.

Pimpinan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan
motivasi kepada para pegawainya agar dapat mematuhi undang-
undang sehingga hasil kerja dari pegawai dapat dipertanggung-

jawabkan dengan baik.



